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Kementerian Pendidikan Tinggi,

Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

Poin Perubahan Panduan
Pengabdian kepada Masyarakat:

* Penyelarasan program dengan Asta Cita pemerintah Republik
Indonesia.

e Perubahan nomenklatur Kementerian menjadi Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

e Perubahan nomenklatur Direktorat menjadi Direktorat Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).

e Diperuntukkan bagi seluruh dosen perguruan tinggi di bawah
Kemdiktisaintek, baik Akademik maupun Vokasi.

gpPerubahan persyaratan usulan proposal.

,éPerubohon pada luaran proposal.

O 2.
PANDUAN




Kementerian Pendidikan Tinggi,
@ Sains, dan Teknologi

Republik Indonesia

Poin Perubahan Panduan
Pengabdian kepada Masyarakat:

* Anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat
merupakan dosen yang berstatus aktif pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), atau sedang menjalankan tugas
belajar tanpa meninggalkan kewajiban sebagai dosen, tidak
sedang menjalani sabbatical leave, serta tidak berada dalam
status lain yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak
aktif melaksanakan tugas mengajar di perguruan tinggi asal.

* PMP berlaku untuk semua klaster
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Kewenangan Pengelolaan /
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4

-

Kewajiban DPPM Ditjen Risbang

Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk skema
kompetitif nasional yang dilaksanakan oleh DPPM.

Menyelenggarakan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada skema
kompetitif nasional serta penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat skema
penugasan.

Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan pendanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh DPPM.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat agar mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.
Melaksanakan layanan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
tingkat nasional.

Menyusun dan mengelola basis data (database) penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang mencakup tahapan mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring,
penetapan penerima pendanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga capaian kinerja
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
relevan, melalui laman https:ﬁbima.kemdiktisaintek.go.id
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Kewenangan Pengelolaan g
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kewajiban Perguruan Tinggi

* Melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

e Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan Rencana Strategis
Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tersebut.

e Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemdiktisaintek.

* Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat dengan mengacu pada norma dan standar

e Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).

¢ Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
yang berdaya saing nasional dan internasional.

* Mengelola basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup
capaian kinerja di tingkat perguruan tinggi.

* Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan
tinggi dan pelaksana kegiatan.

* Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

% masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
) L

o Melaporkan hasil kegiatan kepada DPPM melalui laman BIMA.
:,.‘
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Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat <
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Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

e Melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

e Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan Rencana Strategis
Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tersebut.

e Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemdiktisaintek.

* Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada

masyarakat dengan mengacu pada norma dan standar

Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).

Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

yang berdaya saing nasional dan internasional.

* Mengelola basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup
capaian kinerja di tingkat perguruan tinggi.

e Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan
tinggi dan pelaksana kegiatan.

* Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di tingkat perguruan tinggi.

* Melaporkan hasil kegiatan kepada DPPM melalui laman BIMA.



w Kementerian Pendidikan Tinggi,
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Republik Indonesia

SDGs komitmen global
dan nasional untuk
menyejahterakan
masyarakat

mencakup 17 tujuan
dan sasaran

Pilih 2 SDGs sesuai dengan
tema/judul yang dipilih

U
- SUSTAINABLE ag
DEVELOPMENT

(1) Tanpa Kemiskinan;

(2) Tanpa Kelaparan;

(3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
(4) Pendidikan Berkualitas;

(5) Kesetaraan Gender;

(6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
(7) Energi Bersih dan Terjangkau;

(8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

(9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
(10) Berkurangnya Kesenjangan;

INFOGRAPHIC

(11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan;

(12) Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawab;

(13) Penanganan Perubahan Iklim;

(14) Ekosistem Lautan;

(15) Ekosistem Daratan;

(16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
yang Tangguh; dan

(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

A




W Kementerian Pendidikan Tinggi,
1«@; Sains, dan Teknologi

== Republik Indonesia

' Memperkokoh ideologi Pancasila,
b - demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

= Memantapkan sistem pertahanan
K_/ + keamanan negara dan mendorong
~  kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru

: Meningkatkan lapangan kerja yang
k/  berkualitas, mendorong kewirausahaan,
= mengembangkan industri kreatif, dan
melanjutkan pengembangan

infrastruktur.

- Memperkuat pembangunan sumber daya
K_/ - manusia (SDM), sains, teknologi,

: pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas

e

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri

—
8 Misi
Presiden
dan Wakil
Presiden
dalam Asta
Cita

Membangun dari desa dan dari bawah
untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan

Memperkuat reformasi politik, hukum,
dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi
dan narkoba

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.




Fokusprioritas permasalahamapatditetapkanberdasarkardelapanbidangfokus
Rencandnduk Riset Nasional (RIRIi2D17c2045sertadisesuaikarlenganRumusan
MasalahdelapanindustriStrategis

DPPM menerapkan paradigma kegiatan abmas yang bersifat pemecahan masalah (problem
solving), komprehensif , bermakna tuntas , dan berkelanjutan , dengan sasaran yang tidak
Tunggal serta melibatkan kolaborasi antara dunia Pendidikan, Masyarakat, pemerintah ,
dunia usaha dan dunia industry (DUDI)

Bldong Fokus
& [ 4 ‘ ’
‘ G ® e,
‘ ’ ee oe
¥,%
g ' W g £t 3 : ?
%J% g 3 -J Pangan Energi Pertahanan Manufaktur &
Material Maju
Energi Kesehatan
=
i Bs % & s &
Tmn:poasi K?t::xg(?n Hankam . . " - I o 3
@@ = g® o & ® @ %
‘@- & Kesehatan Maritim Digitalisasi: Al & Hilirisasi &

multidisiplin

Maritim Soshum

Semikonduktor

Industrialisasi



W Kementerian Pendidikan Tinggi,
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Republik Indonesia

Prinsip Dasar dalaom Pengabdian
kepada Masyarakat

 Berbasis kewilayahan/sesuai Lokasi PT

e Penerapan hasil riset

e Berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat/mitra
e Kolaborasi antar Perguruan Tinggi

e Sinergi, multidisiplin, dan bermitra

e Kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur

e Adanya unsur pemberdayaan dan bantuan/investasi

e Pelibatan mahasiswa (2 IKU)

e Berkelanjutan, tuntas, dan bermakna

A Potensi lokal
A Pemberdayaan partisipasi aktif Masyarakat yang memandirikan




Keberlanjutandalam programabmas

wPenyusunarprogram yandidak bersifat insidental

wMemberikanpelatihan pembuatanproduk, persiapanahan
hinggaprosespenjualannya

wPemberianperalatanyangdapat digunakandalamwaktu yang
relatif lama

wPemberianperalatanyangsesuaidengankebutuhan
Masyarakatsasaran

wPenataanorganisasyangberkelanjutan
wPenanganaiesuadengankeilmuandankeahlian

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026



Aktor & Mitra: Definisi Operasional

Aktor yang terlibat

Aktor

Tim Pelaksana

Mitra Sasaran

Mitra Pemerintah

Mitra Kerja Sama

Perguruan Tinggi
Pelaksana

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026

Peran/Definisi

Dosen penerima pendanaan; bertanggung jawab atas
pelaksanaan di lapangan

Kelompok masyarakat/kelompok lain sebagal sasaran sekaligus
penerima manfaat

Institusi pemerintah yang mendukung (kebijakan/pendanaan)
dan menjamin keberlanjutan

DUDI/CSR/filantropi yang bekerja sama dengan tim pelaksana

Institusi asal tim; dukungan, evaluasi internal, dan tata kelola



KETENTUAN UMUM

Setiapdosendapat mengajukanpaling banyakduausulanpadaseluruhprogramabmas(1l sebagaketua dan 1sebagai
anggotaatau 2 usulansebagaianggota

Tiapdoenyangmenjadiketua pelaksangpada programabmastahun berjalantidak dapat mengusulkanusulanbaru,
namundapat mengajukanl usualnsebagaianggota

Tim pengusulyangmasihmemiliki tanggungantidak diperkenankanmengajukanusulanbaru

Dosen yandidak mengunggaHaporan akhir/ memiliki tanggunganuaran wajjib atau terkena sanksi(pendanaan
ganda statusluaranwajib tidak valid)

Anggaranyangdiinvestasikanuntuk teknologi minimal 50%dari total anggarantermasukbelanjaterkait instalasi
teknologidaninovasi

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026



KETENTUAN UMUM

A Setiapdosendapat mengajukanpaling banyakduausulanpadaseluruh programabmas(1 sebagaketua dan 1
sebagaianggotaatau 2 usulansebagaianggota

A Tiapdoenyangmenjadiketua pelaksanapada programabmastahun berjalantidak dapat mengusulkanusulan
baru, namundapat mengajukanl usualnsebagaianggota

A Timpengusulyangmasihmemiliki tanggungantidak diperkenankanmengajukanusulanbaru

A Dosen yangdidak mengunggahaporan akhir/ memiliki tanggunganuaran wajjib atau terkena sanksi(pendanaan
ganda statusluaranwajib tidak valid) tidak dapat mengajukanusulanbaru baik sebagaketua/ anggota

A Anggaranyangdiinvestasikanuntuk teknologi minimal 50%dari total anggarantermasukbelanjaterkait instalasi
teknologidaninovasi

A Usulandiajukanmelalui bima dan di approve oleh DRPM

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026



KETENTUAN UMUM

A Setiapdosendapat mengajukanpaling banyakduausulanpadaseluruhprogramabmas(1 sebagaketua dan 1
sebagaianggotaatau 2 usulansebagaianggota

Tim pelaksanawajib membuatlogbook 80% dan 100% damemenuhidokumenwajib sesauidenganformat
Seluruhdokumendisimpanoleh pelaksana

Wajib melaporkanpertanggungjawabananggaran

Ketuapelaksanawajib bertindak sebagapenuliskorespondesidalamsemualuran abmas

Wajib menyebutkansumberpendanaan tahun pendanaandi semualuaran

DRPMmemantauprosesmonev internal

o o Do o Do P D»

MendukungSDGs minimal thdikator sertaAsta Cita

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026
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Gambar 6.2. Alur Kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat




Alur Detail Pengusulan &elaksanaan

Perbedaan seleksi:  PBM: Administrasi + Substansi | PBK/PBW: Administrasi + Substansi + Site visit (survei/kunjungan lapangan).

Catatan penting: Tahapan bersifat berjenjang; tidak lolos satu tahap tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya.

Dalam pelaksanaannya secara umum tahapan pelaksanaan program pengabdian
kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut:
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Keterangan: Panch - PBKdanPBW Panch ~#» PBM



W Kementerian Pendidikan Tinggi,

i@f Sains, dan Teknologi
== Republik Indonesia

Seleksi Administrasi, untuk
memverifikasi kesesuaian
penulisan proposal sesuai

panduan yang nantinya akan
menjadi dasar penetapan ke
tahap seleksi substansi.

https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Adm2026

Seleksi Substansi, (Rekam
Jejak, Substansi, RAB)
mengacu pada kriteria seleksi
yang ditetapkan dengan
menilai substansi proposal
pengabdian dan kelayakan
RAB.

https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Sub2026

%

TAHAPAN SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Seleksi Site Visite, dikhususkan
pada skema pemberdayaan
berbasis kewirausahaan (PBK)
dan skema pemberdayaan
berbasis wilayah (PBW) dengan
melakukan kunjungan ke lokasi
untuk dilihat kelayakan dan
kesesuaian kondisi lapang.

https://bit.Iy/Indikator_SeIeksi_Sub2026)
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Tahap Kontrak dan Pencairan G
a. Setelah DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, selanjutnya DPPM akan menginfor v
masikan pelaksanaan, melalui penandatanganan kontrak pendanaan.
b LPPM/LLDIKTI mengirimkan data isian kontrak kepada DPPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak.
c. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana program pengabdian kepada masyarakat dilakukan
sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTN atau
LLDIKTI.
d. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara DPPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
e. Pimpinan LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) membuat kontrak turunan kepada ketua pelaksana
dan/atau LLDIKTImembuat kontrak turunan kepada PTS di bawah naungannya
f. Kontrak pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berisi:
o Pejabat penandatangan kontrak. e Monitoring dan evaluasi.
« Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak. « Perubahan tim pelaksana dan substansi pengabdian kepada

e Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana « masyarakat.
pengabdian kepada masyarakat. Pajak.
e Masa berlaku kontrak. Kekayaan intelektual.
o Target luaran. Keadaan kahar (force majeure).
o Hak dan kewajiban. Sanksi; dan
« Pelaporan pengabdian Sengketa.
kepada masyarakat.
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Tahap Kontrak dan Pencairan ¢
g. Setelah proses penandatanganan kontrak dilaksanakan, pelaksana program pengabdian kepada masyarakat :
wajib melakukan revisi RAB yang disesuaikan dengan dana yang disetujui dalam kontrak, melengkapi
kekurangan dokumen administrasi dan mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program.
h. Format Borang isian kontrak dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program merujuk pada
https://bit.ly/Isian_Kontrak_dan_Kesanggupan2026
i. Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 1sebesar 80% dan tahap llsebesar 20%.
j. Pencairantahap 1sebesar 80% dilakukan dengan sebagai berikut:
« Telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran DPPM tentang penerima pendanaan
program pengabdian kepada masyarakat.
« Telah ditandatangani kontrak antara PPK DPPM dengan PTN/LLDIKTI.
o Telah dilakukan revisi RAB sesuai dengan dana yang disetujui dalam kontrak
k. Pelaksanaan program pengabdian dapat ditunda maksimal 1(satu) tahun dari pengumuman karena faktor

eksternal seperti pandemi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program;
Untuk konflik internal kampus yang mengakibatkan sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi (Kemdiktisaintek) pada pertengahan pelaksanaan kegiatan, maka pendanaan akan dibatalkan

0
Gma
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Tahap Pelaksanaan dan Pelaporan Kemajuan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai sejak tanggal penanda tanganan kontrak
antara DPPM dengan PTN/LLDIKTI.

Tahap pelaporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan 80% program pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang dilakukan oleh
pelaksana yang menjadi syarat pencairan dana 20%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan
kemajuan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1.Melaporkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

2.Melaporkan progres pencapaian luaran hasil pelaksanaan kegiatan.

3.Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.

4. Melaporkan penggunaan anggaran 80%.

5.Melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

6.Mengunggah hasil kegiatan 80% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (slide

PowerPoint).

7. Mengunggah hasil kegiatan 20% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk video (tautan

video); 8. Mengunggah hasil kegiatan 20% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster; dan

9.Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Seluruh format dokumen pelaporan kemajuan mengacu pada
https://bit.ly/Laporan_Kemajuan2026
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Tahap Monitoring dan Evaluasi

a. Perguruan tinggi wajib melaksanakan monev internal sesuai dengan ketentuan pada pedoman monitoring
dan evaluasi pada perguruan tinggi https://bit.ly/Pedoman_Monev2026
b. Hasil penilaian monev internal dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.,
c. DPPM dapat melaksanakan monev Program Pengabdian kepada Masyarakat secara daring dan/atau luring
dengan mengunjungi langsung lokasi kegiatan setelah laporan kemajuan dan hasil monev internal diunggah.
d. DPPM menugaskan komite penilaian/reviewer dalam pelaksanaan monev Program Pengabdian kepada
Masyarakat.
e. Komite penilaian/reviewer melaporkan hasil penilaian tersebut kepada DPPM yang berisikan:
e persentase tingkat kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan usulan yang dijanjikan;
o keterangan progres luaran wajib;
e penilaian penggunaan anggaran sesuai/tidak sesuai;
« saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan
untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
 Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan.

f. Acuan indikator penilaian monitoring dan evaluasi DPPM mengacu pada indikator yang sama dengan

% indikator monitoring dan evaluasi perguruan tinggi
A

o

~/
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Tahap Monitoring dan Evaluasi ‘
g. Hasil penilaian monev DPPM akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya t

dan dalam mencairkan dana 20%, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan
dan/atau menurut kepakaran dari reviewer pelaksana dianggap tidak jujur atau pelaksanaan jauh dari target
maka reviewer diper<enankan memberi rekomendasi dalam bentuk tidak dicairkannya pendanaan 20%
atau pengembalian dana 80%.

h. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.

i. Pencairandana 20% dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

« telah dilaporkannya seluruh kewajiban sesuai tahapan pelaporan kemajuan;

« telah dilaksanakannya monev internal dan dilaporkan hasilnya monev internal kepada DPPM;

e« DPPM telah melaksanakan monev secara keseluruhan kepada pelaksana skema PBK dan PBW atau
secara sampling/keseluruhan untuk skema PBM.
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Tahap Pelaporan Akhir Tahun/Akhir Pelaksanaan G

1Melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat.
2.Mengunggah laporan akhir tahun/akhir pelaksanaan
kegiatan.
3.Mengunggah penggunaan anggaran 100%.
4.Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
5.Mengunggah presentasi (slide PowerPoint) yang
berisikan hasil pelaksanaan kegiatan (format
presentasi sesuai dengan Panduan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku).
6.Mengunggah video pelaksanaan (tautan video)
7.Mengunggah poster kegiatan
8. Mengunggah dokumen berupa hasil pengabdian
kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (slide
PowerPoint).
9. Membuat surat pernyataan berita acara serah
terima aset.
10.Membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan
550 11.Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran.

"SEAN o AT GO :;U
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Seluruh format dokumen pelaporan akhir mengacu
pada https://bit.ly/Lap_Akhir2026. Setelah pelaksana
mengunggah seluruh dokumen pelaporan akhir.
LPPM/LPM/atau sebutan lain lembaga sejenis pada
perguruan tinggi melakukan penilaian internal atas
hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban
anggaran pelaksana. Penilaian kelayakan/akhir hasil
pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk
pertanggung jawaban dan pemantauan perguruan
tinggi kepada pelaksanaan program pengabdian
kepada masyarakat. Pelaksanaan penilaian
kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan internal
berupa persetujuan (approval) atas laporan akhir
pelaksanaan kegiatan serta laporan penggunaan
anggaran 100% pada sistem BIMA.
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Tahap Pelaporan Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan %

Tahap evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan merupakan bentuk evaluasi pelaksanaan pada pelaporan akhir
tahun program pengabdian kepada masyarakat skema pendanaan Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan
dan Pemberdayaan Berbasis Wilayah yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan di tahun
berikutnya. Tahap seminar kelayakan program pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai
berikut:

1. Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan luaran
yang telah dijanjikan.

2. Pelaksana wajib mengikuti seminar kelayakan (untuk tahun pertama dan kedua program multitahun)
program pengabdian kepada masyarakat.

3. Sebelum mengikuti seminar kelayakan Perguruan tinggi dalam hal ini LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga
sejenis pada perguruan tinggi wajib melaksanakan penilaian kelayakan hasil pelaksanaan kegiatan
pelaksana.

4. Selanjutnya perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan
kepada DPPM.

5. Pelaksanaan penilaian luaran dan seminar kelayakan dari DPPM dilaksanakan setelah tim pelaksana
mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir dan pelaksanaan penilaian kelayakan hasil pelaksanaan
kegiatan pelaksana oleh Perguruan Tinggi.

6. Penilaian luaran dan seminar hasil dilakukan oleh DPPM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan program
pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian

lainnya.
7. Pelaksanaan penilaian luaran dan seminar kelayakan dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite
% penilaian/reviewer untuk menilai kelayakan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil
;‘,, program pengabdian kepada masyarakat.
ME 23
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Tahap Pelaporan Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan %

8. Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian yang terdiri
atas:

« Persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang
dijanjikan;

« Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program
pengabdian kepada masyarakat;

« Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan,

« Hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke
depannya.

9. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
10. Indikator penilaian dalam tahapan evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan mengacu pada

https://bit.ly/Ind_Seminar_Kelayakan2026
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Seminar Dampak G

Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil kegiatan pada program monotahun dan multitahun tahun /
ketiga. Tahap penilaian hasil dan seminar hasil program pengabdian kepada masyarakat mengikuti
ketentuan sebagai berikut:

l. Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat
dan luaran yang telah dijanjikan.

2. Pelaksana wajib mengikuti seminar hasil untuk skema PBM, PBK, dan PBW pada tahun ketiga
pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

3. Penilaian dilakukan oleh DPPM untuk menilai hasil atas pelaksanaan program pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya.

4. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan pada program pengabdian kepada
masyarakat dengan skema pendanaan monotahun dan multitahun di tahun terakhir.

5. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah
dokumen pada tahap pelaporan akhir dan perguruan tinggi mengunggah penilaian akhir hasil
pelaksanaan kegiatan.

6. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite
penilaian/reviewer untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil program
pengabdian kepada masyarakat.
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Seminar Dampak 4

7 . Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian {
yang terdiri atas:

» persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan
yang dijanjikan;

e saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program
pengabdian kepada masyarakat;

* hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan
kebijakan ke depannya.

. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM
. Indikator penilaian akhir atau seminar dampak mengacu pada

https://bit.ly/Ind_Seminar_Dampak2026

¢ laaal
%
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Validasi Luaran

Tahap penilaian validasi luaran adalah tahapan penilaian pada hasil luaran program
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan luaran yang wajib dan luaran yang dijanjikan.
Tahapan penilaian validasi luaran dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite
penilaian/reviewer untuk menilai dan memvalidasi luaran pelaksana program pengabdian
kepada masyarakat. Komite penilaian/reviewer memberikan keterangan wajib dan penggunaan
anggaran dalam status valid/tidak valid.

Seluruh pelaksana program pengabdian kepada masyarakat wajib mendapatkan status valid

pada luaran wajib dan penggunaan anggarannya maksimal 1 tahun setelah periode pendanaan.

Apabila pada batas waktu maksimal yang ditentukan luaran wajib dan penggunaan anggaran
pelaksana masih terdapat status belum valid maka tim pelaksana akan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan. Ketentuan validasi luaran merujuk pada https://bit.ly/Validasi_Luaran2026

 one I
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é Kuota Pendanaan

e 1 pengabdian sebagai ketua
dan 1pengabdian sebagai
anggota atau

e« 2pengabdian sebagai anggota,

« Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai
ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua)
kali dalam ruang lingkup pemberdayaan berbasis masyarakat yang sama sebagai ketua.

« Setiap dosen yang masih memiliki tanggungan (berupa laporan maupun luaran wajib) dari
program penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebelumnya tidak dapat mengajukan
usulan baru hingga kewajibannya ditunaikan (selama kurun waktu n + 1tahun pendanaan)
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Masyarakat yg terkena
dampak sosial adanya
PHK

IDENTIFIKASI PROBLEM YANG DIHADAPI
MASYARAKAT

Masyarakat yg memiliki

2025

asy. yg saat ini terkena imbas
ketidakpastian kehidupan tahun

usaha kecil dan menengah

Masyarakat yang belum
memiliki unit usahaq,
masyarakat Daerah 3 T 2
(Terdepan, Terpencil dan
Tertinggal) & masyarakat

yang perlu pendampingan

1

Masyarakat
Produktif

Masyarakat

Umum “pelibatan mahasiswa

adalah WAJIB”




Contoh Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Pemula

ANI ASTUTI
Sekolah Tinggi limu Kesehatan Harapan Ibu Jambi

https://www.youtube.com/watch?v=HTrF601sLWE

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat

NENENG YANTI KHOZANATUL
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

https://www.youtube.com/watch?v=2GwXXrOfL 2w

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa

MUHAMMAD HABLUL BARRI
Universitas Telkom

https://mww.youtube.com/watch?v=CDV9ZSTR6zA
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v
Pemberdayaan Berbasis
Masyarakat

Pemberdayaan Berbasis
Kewirausahaan

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Mitra Usaha
Pemula Produk Unggulan Daerah
(Maks. 25 Juta) (Maks, 150 Juta)
Multitahun

Pemberdayaan Kemitraan
Masyarakat
(Maks, 50 Juta)

Pemberdayaan Masyarakat
oleh Mahasiswa
(Maks, 80 Juta)

Pemberdayaan Berbasis .
Multitahun

Wilayah

Pemberdayaan Desa Binaan
(Maks, 150 juta)

Pemberdayaan Wilayah
(Maks 200 juta)

Berbasis pada pengembangan yang ditetapkan oleh

daerah tsb (RPJMD)
Ada anggaran sharing per tahun (100 juta), bisa dari

CSR
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Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Kolaborasi
Program Pengabdian kepada Masyarakat

Skama Kolabornsl ( jwia Rp)

Pengabdian kepada
Masvarakat

Timn Waktu
Pelaksana (tahun) Antar M DFFM FT Ketua Peagusul Mura Sasaran Mitra FPemernintah Mitra DuD)/CSK

produk ungguisn
Rp150 000 000 dan daerah/RPIMD/
X omzet Rp150.000.000 | RPIMP X
dan membernkan

Pemberdsyasn M Kelompok
Benaan (PDB) 3 anggota Rp15.000.000/ Masyarakat dalam pemerintah desa
tahun dan sebagas | satu desa binaan PT
institusl pembina dengan jumlah X
desa sasaran anggota minirmyamn 20
orang setiap
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Risbang
Ringkasan Skema dan Tahapan Pendanaan g
Program Pengabdian kepada Masyarakat %

Pemberdayaan Berbasis Pemberdayaan Berbasis | Pemberdayaan Berbasis
Tahapan Pendanaan di setiap Program Kewirausahaan 'ne"
Pengabdian kepada Masyarakat PMP PKM PMM PM-UPUD PW PDB
Pengisian identitas pelaksana ° 0 0 0 ° 0
IS
Seleksi

Kunjungan lapangan - = e ° ° 0
Revisi RAB < 7] 7 7] < <

Pengisian catatan harian, logbook, dan laporan
— [ o | o | o < < <
Monitoring dan evaluasi internal o Q Q 0 ° e
Monitoring dan evaluasi eksternal ° 0 ° o ° 0
Laporan akhir s (7] (7] < (%) ) )
i:gnga:: Kelayakan/ akhir hasil pelaksanaan ° e 0 o ° °
Seminar Hasil/Penilaian Hasil Kegiatan < (7] < (7] < <
E— Seminar Kelayakan/ Evaluasi Keberlanjutan B - : (7] < <
Pengisian dan penilaian usulan lanjutan . ° ° °
< < < 7 < <
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Ringkasan Skema, Tujuan, dan Durasi Pelaksanaan
Program Pengabdian kepada Masyarakat

Jenis

Ruang lingkup Pendanaan

PMP Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam | Monotahun 6 bulan
(Pemberdayaan bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha dan menjadi stimulus bagi
Masyarakat Pemula) | perguruan tinggi binaan dan pratama dalam memberdayakan mitra kelompok masyarakat.
PKM Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam |Monotahun 8 bulan
Pemberdayaan (Pemberdayaan bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha.
Berbasis Kemitraan
(PBM) Masyarakat)
PMM Meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan pengajaran dan|Monotahun 6 bulan
(Pemberdayaan pengabdian masyarakat oleh dosen.
Masyarakat oleh
Mahasiswa)
PBK PM-UPUD Penerapan disiplin ilmu dan teknologi inovasi dalam upaya memfasilitasi masyarakat untuk |Multitahun Pelaksanaan
(PEMBERDAYAAN (Pemberdayaan mengembangkan potensi unggulan produk daerah; pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah pada dalam 1| tahun
BERBASIS Mitra Usaha Produk |pasar dalam negeri dan pasar global; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya dengan pengajuan
Unggulan Daerah) |[saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya, yang pada akhirnya dapat usulan kegiatan
KEWIRAUSAHAAN) meningkatkan perekonomian masyarakat. selama 3 tahun
PW Menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran |Multitahun Pelaksanaan dalam
(Pemberdayaan masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan pemkab/pemkot seperti tertuang dalam RPJMD 1 tahun dengan
Wilayah) dan potensi masyarakat; menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat pengajuan usulan
serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat; kegiatan selama 3
mengaplikasikan hasil niset yang sesuai dengan urgensi permasalahan wilayah yang dituangkan dalam tahun
PBW RPJMD/RPJMDes; membantu program pemerintah dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan,
(PEMBERDAYAAN kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya serta membantu
BERBASIS menyukseskan terlaksananya program RPJMD/RPJMDes: memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan
WILAYAH) pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan.
PDB Penerapan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan PT. Multitahun Pelaksanaan
b (Pemberdayaan dalam 1 tahun
Desa Binaan) dengan pengajuan
) usulan kegiatan
!gg selama 3 tahun
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Risbang
Ringkasan Skema, Tujuan, dan Durasi Pelaksanaan
Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pemberdayaan Berbasis Pemberdayaan
Kategori Luaran Masyarakat Berbasis Wilayah

PMP PKM PMM PW PDB

1. | Publikasi Artikel ilmiah populer pada majalah
populer tahun ke 2 dan 3 : ) ) < “ “

2. | Publikasi Artikel populer/Artikel berita kegiatan
pada media massa nasional tahun ke 2 dan 3

3. | Publikasi artikel ilmiah populer pada majalah
populer atau Artikel populer/artikel berita kegiatan < < <
pada media massa nasional
Karya Audiovisual (Video) (7}

Produk hasil intervensi penerapan teknologi dan
inovasi “ o <

Menghasilkan KI pada tahun ke 3 - - -
Rekognisi SKS - d (7] - - =

bl K

Meningkatkan income generating Mitra Unit Usaha - - -

mempercepat pencapaian program yang tertuang
dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan - . -
wilayah Desa/Kelurahan

10. | Meningkatkan keberdayaan pada Desa Binaan PT - - - - -

©|® N e
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Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang

dihadapi Program

a. Merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan perubahan kondisi masyarakat sesuai dengan
lingkup level keberdayaan yang dipilih pada awal pengusulan proposal.

b. Wajib melampirkan kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan dan kondisi setelah pelaksanaan kegiatan dengan
tolok ukur yang terkuantifikasi.

c. Dilampirkan hasil analisis yang dituangkan secara kuantitatif perbandingan/pengaruh/ perubahan dll setelah
adanya kegiatan.

d. Level keberdayaan pada kelompok masyarakat/masyarakat yang bergerak pada bidang ekonomi/produktif
juga dapat dilampirkan hasil penghitungan Return on Investment (ROIl)/ Social Return on Investment (SROI)
atau analisis Benefit Cost Rasio (BC Ratio)/ Payback Periode (PP)] Net Present Value (NPV)/Internal Rate of
Return (IRR).

e. Wajib dilampirkan dokumen kegiatannya.
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Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat )
‘i
Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang
dihadapi Program
Aspek Pemasaran
Aspek Produksi | .Keberhasilan ekspor
|1.Peningkatan Kuantitas Produk 2.Keberhasilan pemasaran antar
2.Peningkatan Kualitas Produk wilayah/kabupaten
3.Peningkatan Diversitas Produk 3.Peningkatan jumlah omzet/revenue generating

4.Peningkatan Kapasitas Produksi 4 .Peningkatan kemampuan merancang strategi
5.Keberhasilan Produk Tersertifikasi pemasaran
6.Keberhasilan Produk Terstandarisasi 5.Peningkatan strategi pasar

6.Peningkatan target pasar

ﬁ % 7 .Peningkatan profit/income generating

Aspek Sosial Kemasyarakatan Aspek Manajemen
1.Peningkatan Pengetahuan ] Pemngkatanjumlah Tenaga Kerja
2.Peningkatan Keterampilan 2.Peningkatan Kemampuan Manajemen
3.Peningkatan Kesehatan 3.Peningkatan Jumlah Aset
4.Peningkatan Kualitas Pelayanan 4 .Penataan Organisasi
5.Keberhasilan Menjadi Lembaga Berbadan 5.Peningkatan Kemampuan Membuat Business Plan
Hukum 6.Peningkatan Kemampuan Pembukuan Usaha

6.Peningkatan Akses Layanan Publik 7.Peningkatan Kemampuan Analisis Usaha
7.Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 8.Peningkatan Keberlanjutan Usaha

%

.

;‘i Masyarakat 9.Peningkatan kemampuan menjalankan usaha
dmgsﬁm%.
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Ketentuan Luaran Program Pengabdian képada Masyarakat

Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang 1
dihadapi Program

a. Merupakan produk dari kelompok masyarakat yang dihasilkan dari adanya penerapan teknologi dan inovasi
perguruan tinggi kepada kelompok masyarakat tersebut

b. Produk yang dihasilkan merupakan turunan dari aspek pemberdayaan yang dipilih

c. Setiap produk yang dihasilkan wajib mencantumkan logo kemdiktisaintek sebagai pemberi dana, dapat
dicantumkan pada kemasan/packing, atau sekurang kurangnya pada penyebutan nama kemdiktisaintek,

d. Setiap produk yang dihasilkan wajib diberi keterangan kondisi sebelumnya dan kondisi setelah adanya
penerapan teknologi dan inovasi serta bagian bagian apa saja yang menjadi penerapan dari teknologi dan
inovasi

e. Produk hasil penerapan teknologi dan inovasi beserta keterangan penjelasannya wajib dilampirkan dan
disampaikan di akhir program

f. Produk tersebut dapat berupa bagian dari produk olahan pangan/pakan/karya seni/produk inovasi sosial
(buku/modul/koreografi). Daftar kategori produk dapat dilihat pada panduan halaman 283.
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Ketentuan Majalah limiah Populer dan Artikel
Populer/ pada Massa

a. Artikel iimiah populer merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa populer (bahasa
media/jurnalistik) dan dipublikasikan pada majalah ilmiah populer. Artikel ini bertujuan untuk menyebarluaskan
hasil kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kepada khalayak luas secara ilmiah namun mudah
dipahami.

b. Artikel populer atau berita kegiatan merupakan tulisan non-ilmiah yang disajikan dengan gaya jurnalistik dan
dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak (koran, tabloid, majalah umum) maupun
elektronik/daring (portal beritq, televisi, atau media digital lainnya).

c. Bentuk tulisan dapat berupa artikel ilmiah populer, artikel feature, atau berita kegiatan yang disajikan dengan
gaya jurnalistik populer.

d. Struktur penulisan artikel disusun secara ringkas dan komunikatif, sekurang-kurangnya mencakup judul,
pembuka atau lead, isi yang memaparkan pokok gagasan atau hasil kegiatan, serta penutup yang merangkum
pesan utama.

e. Artikel harus ditulis secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan tuntas, serta merupakan hasil langsung dari
pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

f. Substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan pengabdian dan merupakan hasil langsung dari
pelaksanaan program.

g. Artikel atau berita tidak boleh mengandung unsur politik praktis maupun isu yang berkaitan dengan suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA).
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Ketentuan a Majalah limiah Populer dan Artikel

Populer/A Massa

a. Artikel ilmiah populer merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa populer (bahasa
media/jurnalistik) dan dipublikasikan pada majalah iimiah populer. Artikel ini bertujuan untuk menyebarluaskan
hasil kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kepada khalayak luas secara ilmiah namun mudah
dipahami.

b. Artikel populer atau berita kegiatan merupakan tulisan non-ilmiah yang disajikan dengan gaya jurnalistik dan
dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak (koran, tabloid, majalah umum) maupun
elektronik/daring (portal beritq, televisi, atau media digital lainnya).

c. Bentuk tulisan dapat berupa artikel ilmiah populer, artikel feature, atau berita kegiatan yang disajikan dengan
gaya jurnalistik populer.

d. Struktur penulisan artikel disusun secara ringkas dan komunikatif, sekurang-kurangnya mencakup judul,
pembuka atau lead, isi yang memaparkan pokok gagasan atau hasil kegiatan, serta penutup yang merangkum
pesan utama.

e. Artikel harus ditulis secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan tuntas, serta merupakan hasil langsung dari

pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan pengabdian dan merupakan hasil langsung dari
pelaksanaan program.

Artikel atau berita tidak boleh mengandung unsur politik praktis maupun isu yang berkaitan dengan sukuy,
agama, ras, dan antargolongan (SARA).
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Ketentuan Luaran Publikasi pada Majalah limiah Populer dan Artikel {
Populer/Artikel Berita pada Massa R

h. Artikel atau berita wajib diterbitkan pada media massa dan diprioritaskan pada media berskala nasional yang
memiliki jangkauan pembaca luas serta reputasi kredibel.

i. Artikel atau berita tidak diperkenankan diterbitkan pada media massa milik institusi atau perguruan tinggi
pelaksana maupun pendamping kegiatan.

. Artikel ilmiah populer waijib diterbitkan pada media atau majalah ilmiah populer yang kredibel dan kompeten,
serta disusun dengan mematuhi kaidah penulisan, etika, dan kebijakan jurnalistik yang berlaku.

k. Apabila memilih luaran berupa artikel ilmiah populer, maka publikasi dapat dimuat di media/majalah ilmiah
populer yang kredibel dan kompeten, sebagai berikut

1) The Conversation Indonesia 9) Intisari (Grid Network)

2) National Geographic Indonesia 10} Mongabay Indonesia

3) Tempo (Rubrik Iptek dan Gagasan) I1) GeoTimes

4) Kompas (Rubrik Sains / Edukasi) ‘ 12) Tirto.id (Rubrik Sains & Opini)

5) SAINS Kompas 13) Trubus

6) BBC Indonesia (Rubrik Sains) 14) Majalah Gizi dan Kesehatan

7) Popular Science Indonesia 15) Narasi (Program edukasi digital)

8) Gatra (Rubrik Inovasi dan Teknologi) 16) ACITYA - Telkom University
‘ atau media/majalah iimiah populer lain yang memiliki karakteristik, kredibilitas, kualitas editorial, dan
% jangkauan pembaca yang setara dengan media tersebut.

Rbwae
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Ketentuan Luaran Publikasi Artikel limiah Populer lah limiah Populer dan Artikel
Popuorlmmmpo:mm sz

l.  Apabila memilih luaran artikel populer atau berita pada media massa maka wajib dimuat pada media massa
sebagai berikut:

1) Koran Tempo 10) Kedaulatan Rakyat 19) Metro TV 28) Indosiar

2) Republika 11) Suara Merdeka 20} Trans 7 29) Trans TV

3) TVRI Nasional 12) Koran Sindo 21) ANTV 30) Kompas TV

4) Media Indonesia 13) Poskota 22) TVOne 31) Radio Elshinta

5) Kompas 14) Majalah Investor 23) MNC TV 32) Radio RRI

6) Bisnis Indonesia 15) Suara Pembaruan 24) Global TV 33) LKBN Antara

7) Pikiran Rakyat 163 Rakyat Merdeka 25)RCTI 34) Detik.com

8) Waspada 17) Femina 26)iNews TV 35) Okezone.com

9) Analisa 18) Harian Fajar 27)sCTV 36) Kompas.com
37) mnctrijaya.com

I
atau media massa lain yang memiliki kredibilitas, jangkauan, dan standar redaksi setara.

m. Artikel atau berita kegiatan wajib dipublikasikan selama periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dan telah terbit paling lambat pada akhir tahun pendanaan.
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Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Publikasi Artikel limiah Populer pada Majalah limiah Populer dan Artikel
Populer/Artikel Berita pada Media Massa

n. Ketua pelaksana kegiatan wajib dicantumkan sebagai penulis pertama pada artikel ilmiah populer. Untuk
artikel populer atau berita kegiatan yang diterbitkan di media massa nasional yang hanya menampilkan
redaksi atau pihak media sebagai penulis, ketua pelaksana tetap wajib menjadi sumber utama yang
memberikan informasi dan data kegiatan, serta dapat dibuktikan melalui komunikasi atau dokumentasi
dengan pihak media.

o. Artikel atau berita wajib mencantumkan sekurang-kurangnya nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi.

p. Artikel atau berita wajib mencantumkan jenis program, skema, dan ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.

g. Artikel atau berita wajib mencantumkan tahun pendanaan kegiatan.

I
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Ketentuan Luaran Karya Audiovisual (Video) C

1) Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:

®oQan U0

judul dan Program

nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK/NUPTK;
Nama BEM

nama perguruan tinggi, dan

tahun pelaksanaan.

Video durasi maksimal 3 menit dengan ketentuan sebagai berikut:

Q.
b.
C.

@ ~oQa

mencantumkan logo Kemdiktisaintek (sebagai pemberi dana) dan logo universitas;

video menampilkan kondisi sebelum adanya pelaksanaan program pengabdian (mitra/ wilayah);

video menampilkan aktivitas kegiatan pelaksanaan pengabdian (Pemantauan lapangan, sosialisasi, serah
terima alat, pelatihan, dll);

video menampilkan testimoni dari mitra;

video yang dibuat harus dapat menggambgrkan kegiatan secara keseluruhan hingga saat ini;

video yang dibuat merupakan video pendek bukan kumpulan foto atau slide PowerPoint;

resolusi video minimal 1080p dengan tipe video landscape (horizontal);

video diunggah pada kanal YouTube lembaga.

% 3) Kanal YouTube disampaikan dalam laporan akhir kegiatan.
)
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Ketentuan Luaran KI (Khusus Skema PBK dan PBW Tahun ke-3)

1) Merupakan produk ber Kl hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, berupa:
a. Hak Cipta yang dapat diklaim:

alat peraga;

lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung, dan seni terapan;

arsitektur;

seni batik, dan

metodal/ide.

b. Paten Sederhana.

c. Paten.

OOA LN~

Berstatus granted pada tahun ketiga untuk hak cipta dan minimal terdaftar untuk paten.
Merupakan hasil rekacipta dari adanya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
Ketua pelaksana sebagai nama pertama. \

Status Kl
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